
PERATURAN BUPATI CIAN]UR

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
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BUPATI CIANJUR,

bahira sebagai ledoman bagi Peme.inrahan Desa
dalam penlusunan Rencana Eerja Anggaran yans
bersumber Dana ALokasi Dana Desa tuaupun bantuan
keuangan lailnya yds tida]. memiliki petunjuk reknis
pelaksanaan, dipandans pe.lu adanya Stddar
Te.tlnggi Pembakuan Biaya Kegiatd Belanja Desai

b"hr" b ro"\"-(dn p- iro.nEEn \rb-Ba n"..
dimaksud dalatu hurul a, perLu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar 'feriinggi Pembakuan Biaya
Kegiatan Belanj a Desa Tahun Anggaran 2 0 161

Undang-Undang Nomoi 17 Tahun 2003 tentang
Keudsar Negara (lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembean
Negara Republik indonesia Nomor 4286);

Undang Uhdang Nomor 1 Tahun 2004 tentans
Perbendaharaan Ncgara (Lemba.an Negara Republik
Indonesia Tanun 2004 Nomor 5, 'lambahan Lembaran
NeAara Relublik Indonesia Nomo..+355)l

Undang-Undang Nomor i5 'Iahun 2004 tentane
Pemeriksaan Peigelolaan .lan Tanggung Ja{ab
(euangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Nesara Replrblik Indonesia Nomor 4400);

3,



4. Unda.C'Undang Notuo. 33 Tahun 2oO4 tentang
Perimbangan Ileuangan dra.a pemerinrah pusar da;
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tanun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nohor 4€a);

5. Undang Undmg Nomor 40 Tahun 2OO.r renrang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (LembaraD Negara Relubtik
hdonesia Tahun 200.1 Nomor r5O. Tambahan
Lembardr Negara Republik Indonesia Nomor 4456)l

6. Undang Undang Relubllk Indonesia Nomor 6 tahun
2014 tentaDg Desa (Lembaran Negara Repubtik
indonesia Tahun 2oI.1 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Neeara Relublik Indonesia Nomor 5495)i

7. Undars Undang Nomor 23 Tanun 2Ol4 tentang
Pemerinlahan Daerah (Lenbaran Nesa.a Republlk
Indohesia Tahun 201.1 Nomor 24.r, Tdbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55a71
sebasaimda telah diubah bebe.apakali terakhir
dengan Undag,Undang Nomo. 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 ientang Pcmerintaharl Daerah (Ledbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 5a,
Tambahan Lembaran Nega.a Republik Indonesia

8. Peralu.an Pemerintah Nomor 57'tahun 2OOs renr..g
Pibih ,(epaod Dd.."- ,l-mbd" \, e"r" p-pJotii
Indonesia Tahun 2o0s Nomo. 139. Tambahan
Lemba.an Negara Relublik Indonesia Nomor 4577)l

9. Peraturan Pemeiinrah Nomor 5a Tahun 2005 tenrdg
PengeloLmn keuangan Daemh (Lembaran Negara
Republik hdonesia Tahun 2005 Nomor 140.
aambahan LEmbaran Neeara Rcpublik Indonesia

10, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang
Pengadaan Bdang/Jasa Pet€nntah sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturd
P.esiden Nomor 04'lahun 2015 teotang perubahan
Keempat Atas Peraturan Pr€siden Nomor 54 Tahun
2010 rentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturd Pemerlntah Nomor 60 Tahun 2014 teitane
Dma Desa ydg Bersutuber dari Anggaran Pendapatan
dan Belmja Nega.a sebagaimana telah diubah de.Can
Peraturan Pemerint.n Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2015 lentans Perubahan Atas Peratu.an
Pemerintah Nomor 60 Tahur 2014 tentang Dana Desa
Yeg Bersumber Dari Anggaran Pendalatan Dan
Belaoja Nega.a(Lembaran Ncgara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 16a, Tambahan Lembaran Negda
Republik Indonesia Nomor 5558)r



12. Pemturan Pemerinrah Nomor.tB Tahun 2014 ientang
Peraturan Pelaksmaan Undang Undans Nomor 6-Trr rn )0lr t.r ang Dr.. .pbd€dilcn€ rFt. h o. rb.rdp.ge PFrdiu.E Pem-.irrqh RepLbr.^ .adonF\r€
Nor or r7 "' rn 20 J rcnrrls p-.ubr 1"n Ar-s
Peraruran Pemennhh Nomor 43 Tahun 2014 rentaE
Peraturan Pelaksaraan Undane Undane Nomor 6
Tahun 201!r Tentang Desa (Lembaran Negara Repubtik
lDdonesia Tahun 2014 Nomor r23, TamLahan
I-€mbaran Negara Relublik tndonesia Nomor 55391;

13. Pemturan Mente.i DaLm Negeri Nomor t3 Tahun 2006cnr.nc o. domdn PrrCe ol"a K-uEnC" . Dd"r"r,
\Fbao"in".d e'.1 b-b-i.pa ltr . cban -"t -
dengah Peraturan Me.reri Datam Nesei Nomo. 21
Tahun 20 1 I tentang Perubahan Kedua Atas peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor t3 Tahun 2006 rentans
Pedoftm Pengelolam Keuangd Daerah;

113/PMK,05/2012 rentang Perjatanan Dinas Dalam
Negei Bagi Pejabar Negara, peeawai negeri, dan
Pegaqai Tidak Tetap (Be.ita Negda Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 67al;

15. Peraturarl Menteri Dalam Nege.i Repubtik rndonesia
Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan
I&uangan Desa {Berna Neeara Repubtik Indonesia
'falun 2014 Nomor 2093);

r6. P-id. rrra MFr.e.i Drt, n N"8r,' R-p, otil{ loone\i"
\oror ,a ld}ju' .0 4 r"nLMA p.donM
P"r b",CUnd Dr.a rB-.ld Nrecra e-publk tndor".,
Tahun 20 1.1 Nomor 2094)l

17. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah
Tertiaggal, dan Transmigrasi Repubtik hdonesia
Nonor 3 ."hu.l ,,0 r c-!!nB oe.d"mprn8E- D-.d
(Bcr.. NFE.i R"p, bll I do.-.i" 1" Jn 2OI5 

^omor160);

14. Pe.aturan Menteri teuangan Nomor 93/pMl(o7l20tS
teniang Tara Cara Pengalokasian, penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dda Desa
(Berita Negra Republik hdonesia Tahun 2O1s Nomor
644) ;

19. Peratu.an Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun
2007 tentang Pcngetolmn Keuansan Daerah
(Lemharan Daerah Kabupaien Cianjur Tanun 2OO7
Nohor 02 Sen D)j

20. Pe.aruran Daerah i{abupaten Cianjur Nomor 07 Tahun
2008 tentang Urusa. Pemerintanan Dae.ah (Lembaran
Dae.ah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nohor 03 Seri
D);



MEMIJ'IIISKAN.

Menetapkd: PER{TURAN BUPATI TENTANG STANDAR TERTTNGCI
PEMBAKUAN B1AYA KEG]ATAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 20 1 6

21. Peratu.an Daerah Kabupaten Cianju. Nomor 4 Tahun
2015 tentang Desa (l-embaran Daeran Kabupaten
Cianjur Tahun 2015 Nomo.4l

22. Pemturan Bupati Cimjur Nomor 26 Tanun 2Ot3
tentang Pedoman Pelaksmaan perjatdan Dlnas
D"l" r N-se B"g. P-,sbdr \pgdia. PFBau, N.ger S'!
d.n P-gd,.i T dal Te'rp D -inAL rnRd.
(abupatcn cianjur (Berira Daemr K;bupaten cianju.
Tanun 2013 Nomor 26ll

23. Pemturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2Ol3
tentang Pedoman Pelaksmaan Pe.jaldan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negra, Pesarvai Negeri Sipil
dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan pede.intahan
hbupaten cianjur (Beira Daerah (abuparen cianjur
Tahun 2013 Nomo.26)i

24. Pe.aturan Bulat1 Cianjur Notuor 40 Tahun 2Ot4
tentans Tata Ca.a Pengadaan Ba.ang/Jasa di Desa
(Be.ita Daerah IGbupaien Cianjur Tahun 2Ot4

25. Peraturan Bupati Ciajur Nomor 1O Tahun 2OiS
tentang Pedodan Pengelolaan Bantuan Keudgan
Pemeintah IGbupaten cianjur Kepada Desa (Berita
Daerah Xabupaten CiadjurTahun 2015 Nomor t0)l

pasat 1

Dalam Peratural Bupati ini yang dlnaksud dengan:

l. Peaerlntahd Daerah adalah penyelenssdmn
urusan peme.intahan oleh pemciintah daerah dan
dewan lem,akilan ra]!f,at dae.ah menurut asas
o.onom d6n ' 'ss\ o.r ocn ud d"aB"n Din, p
o'ono '' \flJos lu3: yd dd'"m . sLem od p-.sip
NFB.r. ,<c\c' -dn PrDUolil rdor"si" .ebaB€.m-ra
dioaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 194s.

2. Pemeintah Daerah adalah Peme.intah (abu.aien

3. Provinsi adalan P.ovinsi Jawa Barat.

4. Daerah adalah (airupaten Cianjur.
5. Bupati adalah Bupati Cjanjur.
5. Kecamatan adalah wilayall kerja Camat sebagai

perangkat daerah Kabupaten Cianiu..



7. Desa adabn desa dd desa adat atau yme disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebur Desa. adalah
kesatuan masyarakat hukum yans memitiki batas
rvilayah yang beNenang unruk mengatur dan
mengurus urusan lemerintahan, kepentingan
masydakat setempai bedasarkan pral<dsa
masydakat, hak asal usut, dan/atau hal{ tradlsionalyang diakui dan dihormari dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republlk Indonesia.

a. Pemerintahan Desa adalah penyelengga
pemeintahan dan kepentingan masy akar setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Dcsa atau yang
disebut densan nama lain dibantu pe.mgkar Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemeintahan Desa.

10. BadaD Permusyarva.aran Desa arau yang disebut
dengan nama lain adalah lembaga ya.g
melaksanakan lungsi pemerintahan yang anggotanya
tuerupakan wakil da.i penduduk Desa berdasakan
ketenakllan wilayah dan diterapkan secara

11. Kepala Desa adalan pejabar Pemerinrah Desa yang
oempunyai \leivenang, tugas dan keivajiban unruk
menyelenggarakan rumah rangga .lesanya dan
melaksanakaD tusas dd Pemerintah dan pemerintah

12. Perangkat Desa adalah unsur pembMtu iGlata Desa
yang terdi.i atas Sekretaris Desa, petaksana
ke$,ilayahan dad pelaksana teknis.

13. Pentabat (epala Desa adalah seseorans pejabat yang
diangkat oleh pejabat yang betrenang uDruk
helaksanakan tugas, hak dan we*€nang serta
ke(qjibu Kepala Desa dalam kurun wakru tertentu.

14. Musyatrarah Desa atau yang disebut denean nma
lain adabn musyawaran Badan
Pemusyaivaratm Desa, Pemerintah Desaj dan unsur
masya.akat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawa.atan Desa untuk menyepakari hal yang
bersilat si.ategis.

15. Badan Usaha Milik Desa, yans selanjutnya disebut
BUM Desa, adabn badan usaha yang seluruh atau
sebasian besar modalnya dimiliki oleh Desa ftelalui
lenyertad sec a langsung yang bemsal dari
kekayaan Desayang dipisahkan Cuna mengeLola aset,
jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesa.
besarnya keseiahteraan masyarakat Desa,
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16. Der'u,an D".d rd5 J p-...' r. orrLndang
Lrd.ner yrng d.L.dD(.r oFh K-pr J D.,€ \.r.t"-
d.bdhrs dr i d'sepsksri Baod
Permusyawaratan Desa.

17. Pembangunan Desa adalah upala peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesa.
besarnya kesej ahteraan masyarakat Desa,

18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
angga.an pendapatan dan beldja nesaa yang
diperuntukkan bagi Desa yang dlransfer metalui
dsadan pen.lapatan dan bela.ja daemh
kabupaten/kota dan digunakan unruk membiavai

pembmgunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
Pemberdayen maslarakat.

19. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD,
adalah dana pe.imbansan vane diterjha
kabupaten/kota dalam anggaran penaaparan dan
beLanta dae.ah kabuparen/kota setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus

20. Anggaran Pendapatan dan Belaija Desa, yang
selanjutnya disebut APB Desa, adatah rencma
keuangan tahunan Pemerintahan Desa,

21. Aset Desa adalah barang ftilik D€sa yang be.asal dari
kekayaan asli Desa, dlbeli atau diperoleh atas beban
APB Desa atau pe.olehan hak lainnyayang sal

22. Barans Milik Desa adalah kckayaan milik Desa
berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

23. Keuangan Desa adalah semua hak dan ke{,ajiban
Desa yang dapat dinilai denBarl uang serta segata
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelal<sanaan hak dan kewajiban Desa.

24. Belanja Desa adalah keivajiban pehe.intahan desa
yaog diakui sebagai pengurmg nilai kckayaan bersih.

25. Aset Desa adalah bards milik Desa yang be.asal dari
kekayaan asll Desa, dibeli atau diperoLeh atas beban
Anggaran Pendalatan dan Belanja Desa arau
peroLehan hak lainnya yang sah.

26. Pengelolaan ]leuangd Desa adalah keseluruhan
kegiatd yang mcliputi perencanaan, penganggaran,
penalausahaan, pelaporan, pertanggu.gjaivaban dan
lengalrasan keuangan desa.

27. Aneear^n Pendapalan dm BeLdja Desa yang
selanjutnya disebui APB Desa adalah .encana
keuugan talunan pemerintahan desa yang dibanas
dd disetqiui bersama oleh pemerinrah desa dd
badan lermusyawdatan desa yang ditetapkan
de.gan peraturan desa



24. Pem.e.ng k-kur\s". pelge'ot",. Keu,.ed D-\"
4.1.1" rcmlo D!.a \a.g d"-c.. j"beL"lnld
n "npur .3 k-,"r -.er m-nv. lF.sgar\an
keseluruhan pengelolaan keuansan des;.

24. De'JksEn" re\r r be.C-to.d.n eLdA,r Desa ydns.(.ani n). di+iB(aL PTpID aodtdn 1.".gr.,. o-,"'rnS dirun,uk o'eh k-pdl" de.d rLL'hetd}\dradd
pengelolaan keuansm desa.

30. Bendahara adalah permgt<at desa yang <litunjuk oteh
k"pa.d ae\. vdng n .npLa." I' Sas unr, L rer-r nameny'mlan, menyetorkan, menatausah.l<an,

' 
_mb6.arkd mFn p- 1r.Bcur &j"v aodJr

l'euor 54. de.a do'dn .dnB{a prt"k!!n€d ApBDF\a.
31. Stadar 'lertlnggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja

Desa yang selanjurnya disingkat SEBD adalah satuan
biaya berupa biaya umum, harga satuan, taril .lan
indeks yang dltetapkan untuk ftenshasitkan biaya
komponen keluaran datam penlusunan rencana
angsdan lemeintahan desa yang bersumbe. ddi
Alokasi Dana Desa (ADD) maupun bantuan keuangd
lainnya l.ang tidak memiliki perunjuk tek;is

32. Penghasilan Tetap adalah pendapatan setiap buta!
yans yang direrima arau diperoteh kepala desa dan
perangkat desa yang bersumber dari Atokasi Dana

33. Rencana Kerja dm Anggaran Desa yaos setanjurnya
disebut RKA Desa adalah dokumen lcrencanam dan
pengangggaran yang be.isi .encana pendalaran dan
rencana belanja program dan kesiatan Desa sehasai
dasar penlusunan APB Desa.

34. Program adalah penjabaran kebijakm pemerintahan
Desa dalm bentuk upaya yang berisi satu atau tebih
kegiatan dengm mengsunakan sumber dala yans
d.."o ,\a. L..uh n- "prih"s y".g .a"rr *sL"l
dengan mlsi SOPD.

JJ. K"gia , . "o" -l o, g,-a d"r' oroq.s., Jdasd "L\Ens*", o'rh p"m-. 
'"'"- o.," *6,gar o"B"

dari pen.apaian sasaran rerukur pada prosrar,
tersebur dan terdiri ddi sekumpuld tindakan
pengerahan sumber daya berupa personil, bdang
modal te.masuk leralatd dan rekhnologi, dda, arau
kombinasi dari beberapa atau kesemuajenis sumber
daya tersebut sebasai masukan (inpu4 untuk
menghasilkan keludan (ourpr,l datam benruk
bdang/jasa padajanska waktu tertentu dalam batas
aogga.an yang te.sedia
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'6. Pc'grd"a'Ba.cnB J.\r Dccd.d.r,' d-gd a un.Lrr
nFmpfro -5 b.dg l.aoirt pnnFn.a,Desa,baik
dilakukan dengan cara swakelola maupun metalui
penyedia barans/jasa.

37. Penyedia Barang/Jasa adatah badan usaha atau
De-oi..Sa y-rE mFnrrd ckon b"r-nE. dsa

34. Swakelola adaLan kegiatan Pengadaan Barans/Jasa
dimana pekerjaannya dnencaal{an, djke{at<an
dan/atau dialvasi sendirl oleh Tim pengelota

39. Tim Pengclola Kesiatan yang seldjurnya disingkat
TPK adalah tim yang diretapkan oleh Kepala Desa
dengaD Keputusan, terdiri dari unsur pemerinrah
Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk
melaksanakan Pensadaan Barang/Jasa.

40. Paket Pekerjaan adalah .angkaian kegiatan terukuryans memberikan teluaro (output) berupa
baranc/jasa dengm runssl te.rentu, ditakukan pada
kurun *aktu dan lokasi teitentu yang merupakan
lenunjans le{alannya keslatan.

4 BardS "d"l"h .Fr.dp bFnoa o"ik b.NUJUd n"Jpun
r'daL b- \LjLd. bFrB"'"1{ raro,. ,ddk b"rB"-"{.
yang dapat diperdagangkan, dipakai diperguna&an
atau dimanlaatkm oleh Pengguna Barang.

a) PekFr aEr .o.-j-ul1\. doa ,h sptLr' . p-ke dr, )dr8berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi
bogunan atau pembuatan \rujud fisjk lainxla.

43. Pekerjaan Konstruksi sederhma adalah pekerjaan
yans tidak membutuhkan lenasa ahli dan/atau
peralalan be.ar.

44. Pekerjaan Konstruksi Tidak Sederhana adalah
pekerjaan yans membutuhkan tenasa ahli dm/atau
pe.alatan berat.

45. Jasa l<onsuLtansi adalah jasa layanan proiesional
yans membutuhkan keahlian te.rentu dibe.bagai
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah
pirit lbrainuale)-

Pasal2

(1) SBBD, fteliluti:
a. satuan biaya be.upa biaya umumJ harga satuan

dan indeks ydg ditetapkan uniuk menshasilkan
biaya kooponen keludm dalm penFsu.an

b, hal hal khusus iainnya,
(2) Uraian SBBD sebasaimana tercantum dalam

Lampiran sebagai bagian tldak terpisahkan .tari
Peraturan Bupati ini.



pasal3

Peraturd Bupati ini berlato pada tanggal diuddgkd.
Agar setiap ordg mengetanuioyaj mmerintahkd
pengundangm Peraturan Bupati ini dalm
peneopatannya dalm Beita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cidjur
pada tanegal a Desember 2015
BUPATI C]ANJUR,

TJETJEP MUCTI'TAR SOT-EH

Diundangko di Cianjui
pada tanssal a Desember 2015

DAERAH
CIANJUR,

L MUTAQIN

BERI'IA DAERAH I(ABUPA'TEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 36

EAABS



B,

c.

LAVPIRA} I PERAI!l{A:'I BUPA-l] CIA:'IJI.]R
NO\1OR : 361AHUN 20ls
TE:.ITAN(i STA\DAR T]'RTINCCI PENIBAI(UA\

AAIA ]iETJHI\N BDLANJA DESA
TAHUTi A\CCARAN 2O]6

LANDASAN PEMIKIRAN SBBD

Berdasa.kan kclentuan Pasal 96 arar 121 Peratu.an Peme.irtah
Rcplruik lnd.ncsia Nomo..13 Tahur 20l:l tenlang Peratu.an
Pclaksanaa. Undang Undans Nomor 6ldhun 2Or4 renhng Desa,
salah saru sumber pendapatan desa adalah berasal dari bagian dana
D€rimbansarl \ane diterima kdbuparcn Lrnluk d.sa Pahrg sedikil 1o'ri,

isepuluh pc.se.atus), pembagi.rDya untuk setiap dcs, s.ca.a
pr;porsional tane mc.ulakar Allklsi Dana Desa. Selaniutn],a dalam
penganggarannla seriap rahln .lit.tapkdn dalam Peratu.an Dac.ah
i<auirpaiin cianju. Lcnr,rng Ansg.rin Pen.laPaELn dan B.lanj:r Daerah
\ang drlab.rkan daLrm Peraruran Bupa! Cianjur tenrang lenlabaran
xnssa.an P.ndapalan drn Belanla Dae.ah

Rerkenaar denga. hal reEeblrl, sebagai acu.n dan Pedomar
basi Pemcrinraha Dcsd dalam Penvusundr Rcncana Kcria
Anggaran(RliA) D.sa tans sumbe. d:lnanra berasal dari Alokasi Dlna
Des! (ADD) maurrrLn brnluan keuangan Lajnnra IanB lidak mcmiliti
pclunjuk r€linrs pchksanaan, perlu direhPkan Si,nda. lerdngei
PembaLuan Biala licgiaraD Bclanja Desa

TUJUAN SBBD

1 mcnnrgkatkan clisiensl dln elclilLvrLjs prog.!ft/'

2. nreringkaU'an pcrcncanaan dar pcngangearan
rngkaL dcsa dan pemberdaYaa. masla..katr

BELANJA DDSA

]. BELANJA PECAWAI

a, Besalan P€nghasila, TetaP Pemeritrtah Desa

Berdasarkan Uidang_Undang Republik Indonesia Nomor
6',lahu. ,01.1 renrang Desa, P!sa! 66 a!a( (1) bahra liepala
D"-sa dan perangkar D.sa menP.rneL prnghasilan teup scridp
bul.rn Pcnghasilan lelap l\epala ll.sa .lan perangkaL D'sa
b€rsumbcr dan dana p..imbansan dalam Anggamn
Pendapatan .l!n Belada N.lrara !4ng dilc.ima oleh
I(abupaten/KoI4 dan diletapkan dalam Anggaran Pendaparan
.lan Belanja Daerah l(abupaten/ltura.
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Pendrh.run JeinFn Lisdk dai Bdunja Jasa

2 PeEonaxonpuld/Ndrtbddk

5 LcD P.o! kbr l,(Easuk parFor ar ra(Dlr

pada tangg:l a Dcsember 20L5



LAMPIRAN 1I PER,qTUMN BUPAT] C]ANJUR
NOIVIOR : 36 TAHUN 2015
TENrA\O: STA\D^R'rERrlricCl PEIItsAiiUA\

tsIAYA I(ECIATAN BELANJA DESA

UPAH TENAGA AI{LIIfENACA I'ER.'A ISUMBER DAYA MANUSIAI

Upah tenaga ahli/lcndga k€rja encaklrli kompotrcn besa.aD
bia\a iasa koDsuhan da! upah tcnalaa Lerja baik rans dLlaksanakar
olch penyedia lasa berbentuL bada. usaha alau perseorangan. scca.a
rincr, besaran masi.g'masing ha.ga minimum ddn ftaksimum
komponen rersebut sebasaimana tercantun pada tabel berikur ini.

Tabel I

Tenasa Ahli BcDendidik$ Sl lNan Scdi6kdl/1.ra',9/ bulan

I r00 000 P, 6 ooo.ooo 
i

6 000.000 Rpr 7 9oo.ooo+
Tabcl 2

Tcrasa.Ahh Bcrpe.didikd s2l53 lNon setrilikat) lorars/bulm)

H## ;+ :,,,*rY!r ;6 000 000

]lr Rp

Tenaga Ahli Bft9qlll
, Tahun

Bft scninkat/lorans/bulanl

lielomlokAlii Pcngalaman

- -:q:,!?
rs.3s0 000 Rp l8 200.000

>12 20 R! L9?00 000 - Rp 12 13090!

Rp. 15.250 00!
Bp !9 iq! lql

- r ..i -li" t l-c!l,-ll!q
Rp tit 2.0 00! j

!tl!. t1,!.
a12 - 20 rRo. 24 750.000 np.- ,s3oo OOO I



PLlsrEn So{nMn iiAiBnt

Ptus"iE( scANibR FlAitlitii

PLTJSTE(scAxNERrhTBED

PLUSTEK S'ANNAF MOBILE /

PI,IJSTE( SCANNER MoBILE /

USTE( SCANJIER MOBILE /

I
LISTE( SCANNCR OMIC BOOK I

I
lslEk SCNNER ol,IIK Boo( 1

I]SUNC'LP5LO 
I*'":T:t:l
l

FLU!

siM

sLi

pada tanggal S Desember 2015

1I IE'I.]EP MI]CH'IAR SOLEH



I.AMPIRAN III PERATURA}I BUPATI C]ANJUR
NOMOR : 36 TAHUN 20 15
TEATTANG STANDAR TERTINGC] PEMBA(UAN

BIAYA IGGIATAN BELANJA DESA
TAI{UN ANT](]ARAN 20]6

(OP SI]RAT

Berdasarkan Surar Perinlah
ranggal ......................

PDNOELUARAN RIIL

Pe.jalanan Dinas (sPPD) N

, dcnsan ini kami menyaiakan <lensan
scsungglrhnla bahu,a :

I Biara lranspor pesasai dan/atau biaya penginapan di bawah iniyang
tidak dapat diperoleh bukti bukti lengeluarannya, meliputi :

2 Jumlah uang tcrsebut pada angka I di atas beda. benar dikeluarkan
u,ltuk peLaksanaan Pcrjalanan Dinas dimaksud dan apabila
dikemudian hari tcrdapar kelcbihan atas pembaya.an, kami b€rsedia
Lrnluk mcnyetorkan kelebihan rersebur ke l{as Dae.ah.

Dcmikian sltat pernyaraan ini kafti buaL dengan sebenarnya, unruk
dipe.sunakan sebasdmma mestinya

Meoscrahui/Menyerujui :



aehh dibarr ejunrah

li!,

Benddhala P.nseruacn/

cknju,.... ... ...... . .....
-rekh r€n ima juoran uanB 3eb$ar

i ... ........ ..... ... ...... )

pada tdggal a D.s.mb.r 2015

TJETJEP MUCHTAR SOLEH


